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suatl kekayoaan bangsa vang se-
cara langsung maupun tidak lang-
sunge dapat memberikan kontribusi
positil’ bugl upaya menciptakan
kesgabteraan masyarakal. Namun
pada sis1 fam, kemdisi tersebul
menempatkan  Indonesia  sehagai
negara yang rawan konflik, Sejak
memasukl era tahen 1990-an. In-
dunesia dilanda berbuyai konflik
vang teleh memakun nbuan jiwa
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manusia dan kerusakan harta ben-
da. seperti antara tahun 1995-1994
terjadi  kerusuhan di Siubondo
dan Tasikmalaya. Pada whun
1996-1997 dan tahun 2001 terjad
komflik antara suku Davak dan
‘adura dv Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur yang menga-
kihatkan kematian lebih dar 1000
jiwa. Di Maluku tidak kKurang darl
5,000 jiwa meninggal dalam kon-
flik antara Kristen dan Mushim
vang dimulal pada Januari 1999,
Kemudian di Timor Vimur diper-
kirakan 1000 jiwa terbunuh dan
200,000 pengungsi dalam Keke-
rasan vanp terjadi setelah jajak
pendapat i Tontim. llal yung se-
rupa juga teriadi di bagian fain-
nyva seperti di Acch, dan Papuoa.
serta huorban Bom di Ball pada
tahun 2002 tJacques  Bertrand,
wnpa tahun: 1) Konflik sosial
telal meninggalkan luka bathin
vang mengharukan bagi korban
dan para pilak vang terlibat dalam
konflik [ CSPS. 2006: 23)
Pemerintah  terus melakukan
upaya penanganan konflik sosial
ini dengan menerapkan  strategl
penanganan  pencegahan konflik
sebelum terjadi konflik. penghen-
tian kekerasan padu saat kontlik.
dan pemulihan sctetab  kontlik
(Bappenas. 2005 745 Dan pers-
pektif kerangka hukum. berbaga
upaya terus dilakukan berdasarkan
kerangka hukum vang ada, terna-
suk berimsiaul untuk membentuk
kerangka regulasi barw dalam ben-

tuk Undang-l'ndang tentang Pe-
nanganan Konflik Sosial. Namun.
penanganan konflik sostal yang
hanva mengedepankan peran Pe-
merintaly atau orvanisasi formal
negara seperti pengadilan belum-
lah memadal dalam menyelesai-
kan konflik sccara  mendalam
sampai ke akar pertasalabannya.
Oleh katena 1w muneul pemi-
kiran untuk memberikan peran ke-
pada masyarakat itu scidivi, ter-
utama masyvarakar  lokal  uniuk
menggunakan  berbagai  puotensi.
termasuk kearitan lokal vang di-
milikinva untuk  menselesalkan
herbagai konflik sosial yang ter-

jadi, Moduel alternatil vang dimak-

sudkan adalah muadel penselesaian
konflik sosial sang 1idak melibat-
kan institusi resmi negara. Oleh
Janurius Koli Bau, madel penve-
fesatan konilik seperts ini disebut-
kan juga sebagai model penye-
lesain konflik vang memantaathan
modal sosial Janoarius Kol Baa.
2008 tanpa halaman .

Pemikiran mengenal penting-
nva penguatan kerangka hukum
alternatit’ pepanganan konfhk so-
slal paling tidak dapat ditemukan
dalam dua perkembangan di bi-
dang pembentukan peraturan per-
undang-undangan pada saat ini
vaitu pertama, Dewan Perwakalan
Rakyvat Republik Indonesia dalam
Program Legislasi Nuaionatb tahun
2009 mencanturnhan RUT Pena:
nganan konflik Sosial sehaga sa-
lah satu RULY UTsul dnisiatil, sche-



lum mengakbiri masa baknnva
pada tahun 2009 ni. Di samping
itu, salab sato Kabupaleon di Pro-
vinst Nusa Tenggaran Timur. vai-
tu Kabupaten Belu pada saat ini
sedang  memproses  Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Peles-
tarian dan Pemberdayaan Lem-
baga Adat. Hal i pulalah vang
menjadi dasar bagi pilihan terha-
dap proses vang lerjadi di Kabu-
paten Belu sehaga obyek  dan
penelitian ind.

B. Permasalahan dan
Pertanyvaan Penelitian
Uralan di aas menggambar-
kan permasalahan vang muncul
datam penyelesaiun konfhik sosial.
Bahwa darl satu sisi mekanisme
alternatit penanganan konflik so-
sial ini sangat diperlukan. karena
perlu mengisi kelemaban dalam
mekanisme formal vang mehbat-
kan nepara dengan mode]l vang
secarg substantif dapat menvele-
salkan masalah sampa ke akar-
akarnya vang membenkan peran
kepada masyarakat sendiri me-
manfaatkan kecaritan lokal vang
sudah secara turun temurun me-
reka miliki. Namun. pada sisi lain
meckanisme tersebut belum memi-
liki kerangka hukum yvang kuat
agar proses penanganan konflik
alternative ini diakw sebagw me-
kanisme resmi dan mengikat da-
lam penanganan kontlik sosial.

PENGATURAN KERANGRKA HURKUA ALTERN T
PEAANGANAN KONFLIK JOSAL STUDFTERAEAAP.

Denpan demikian. penelittan

e akan difokuskan pada 5 (tga)

permiasaliahan, saitu:

. Bagaimana karakter  kontlik
sosial vanyg tenadi d1 Kabupa-
en Belu?

3. Bagaimana  keranghka hukum
vaap memungkinkan terhen-
fuknsya suatu peraturan Jdaerah
vang memperkial kelembaga-
an adat denpan salah satu pe-
rananya  menyelesatkan Kon-
flik sosial setempat?

3. Bagaimana tormulasi penga-
turan penpuatan lembaga adat
vag dapal dituangkan dalam
suatu  peratan  daerab  di
Kiahupaien Belu?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian
Adapun tuan dan penclitian

ini adalah untuk mengetahui:

. Karakter atau tipologn kenflik
sosial vane terjadi dv Kabupa-
ten Belu.

2. Kerangka hukum vany menja-
di dasar bagr 1erbentuknya su-
atu  peraturan  dacrah  yang
memperkuat kelembagaan
adat vang mengakw  salah
satu pe-rananmta dalam
penanganan  konllik  sosial
seiompat.

3. Formulas: pengaturan
punpuat-an lembaga adat yang
dapat dituangkan dalam suatn
per-aturan ducrah
Kegunasn penelitian ini adalah

untuk tjuan teorills dalam ranphka
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pengembangan ilmu bukum di bi-
dang penyelesaian sengheta pada
umuminyi, dan khususnva penve-
lesaian konflik sosial. Sedangkan
kegunaan prakts dapat dijadikan
bahin masukan bagl pembahasan
RLUL Penanganan Konflik Sosial
di Indonesia vang sckarang scdang
dibahas di PR RI dan  di sam-
ping membenkan doromgan bagl
pentingnya  doerah-daerah  mem-
perkuat  lembaga  adar melalul
permbentukan peraturan daerah.

D. Kcrangka Pemikiran

Adu tiga Kerangka pennkiran
penting vang nienjclaskan peneli-
tian imi, yaitu pertama adalah teori
mengenai kontlik sosial itu sen-
diri, Kedua adalab alternatit pena-
nganan kontlik sostal. Keuga ada-
lah konsep penguatan kerangka
hukum alternatif penanganan kon-
flik sosial.

1. Penpertian dan scbab-schab

Konflik Sosia)

Konflik adalah hubungan an-
tara dua pihak atau lebih {individu
atau kelompok)y vang memiliki
atau merasa  memilikl  sasaran-
sasaran vang tidak sejalan (Chris
Mitehel  dalam Simon Fisher,
2001: 4). konflik menjadi konflik
sosial apabila Jebih menekankan
dan mengpambarkan aspek keter-
libatan  sekelompok  masyvarakat,
Oleh karena itu. ketika berbicara
mengenai konflik sosial, itu tidak
berbicara mengenai  perselisihan

antara dua orang individu. Sclan-
jutnya, dalam Naskah Akademik
Rancangan |'ndang-Undang wn-
tang Penanganan Konflik Sostal.
konflik sosial didefemisikan seba-
pai situast dan kondisi diomana
terjadt pertentangan dan kekeras-
an dalam menvelesaikan masalah
ANTArA sEsAMd anggoly masvir-
hat. antara masvarakat dengan pe-
merintah maupun antary masva-
rakat dengan organisasi hisnis di
suatu witavah (Perhimpunan Indo-
nesia Damal, 2009:10% Rumusan
vang kemudian menjadi  acuan
dalam penelivian 1 adalah seba-
paimana vang dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 1 RULD rentang
Penanganan Konflik Sosial. vaitu:
pertentangan fistk antara dua ataw
lebih kelompok atau golongan
yang mengakibatkan korban jiwa.
hilangnya rasa aman. rusaknya
pranata sestal. kerugian harta ben-
da, renggangnyva hubungan sosial
antar warga masyarakal, disinte-
grasi nasional dan terhambatnya
proses pembangunan dalam pen-
capalan kesejahteraan masyvarakal.

Pengerttan konthik tersebut di
atas, dapat dijelaskan pula dari
perspektil’ penahapan konfhik. Sa-
lah satu penahapan vang meng-
vambarkan tentang konllik adalah
bahwa kontlik melalui 3 (lma)
tahapan. vaitu pra konflik. kon-
frontasi. krisis. akibat konflik. dan
pasca konflik (Simon Fisher, dkk.
My 194, Pertama.  Prakontlk a-
dalah keadaan i mana terdapat



suatu ketidaksesualan sasarap J3
antara dua pthak atau lehih, se-
hingga timbul konflik. Potensi ter-
Jadi konfrontas: sodah ada. mune-
kin ada upaya untuk tidak dilan-
Jutkan, atau 'menghindar dan kon-
frontasi. Kedua. konfrontasi yain
tahap ketika  kontlik menjadi se-
makin terbuka. terdapat kegiatan
demonstrast.  babkan  kekeraszan
pada tmgkatan rendaln, letiva -
hap krnsis, owropakan  puncak
konllth.  keterangean ataa keke-
rasan terjadi palmyg hebat, misal-
nva keadaan perang. Jdan terdapat
korhan yang wrbunub. Kecmpat,
akibat konflik, pada saat in1 sa-
lah satu pihak mungkin menak-
lukan pihak lain, salah satu pihak
mungkin menyerab. kedua  belah
pihak setuju bemegosiasi. Dalam
tahap ini. tingkat ketegangan a-
gak menurun. Kelima. pasea kon-
flik vaitu situasi disclesaikan de-
ngan carn mengakhiri  berbagai
konfrontasi kekerasan, ketegangan
berkurang dan hubungan menga-
rah ke lebih normal di antara ke-
dua pihak. Namun jika isu-15u dan
masalah-masalah tidak  disclesal-
kan dengan bak. tahap im sering
kembali lagi menjadi situasi pra-
konflik.

Setanjutnya. sebab-sebab kon-
flik juea dapat diterangkan de-
npan § (cnam) teor (Simon Fsher
dik, 2007: B vaitue
a. Teori Hubungan Masvarakal,

vaitu konllik disebabkan oleh

polarisasi vang terus erfacli
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ketidakpercaraan dan permu-
suhan o1 antara kelompok
vang  berbeda  dalam  suatu
masvarakat.

Teor Neposiasi Pringip, vaitu
teom yank mwneraoekan babe-
wa  konfhik  disebabkan  oleh
posisi-posisi sang tidak sela-
ras dan perhbedaan pandanoan
tentang  kanthik  cleh pihak-
mbiak  vang mengialom kon-
flik.

Teon Kebutulan manosia, sa-
i teori sane menjelaskan
buhwa konflik sang boerakar
dalam  atun disebubkan wleh
kebutuhan dasar manusia-fisik
mentat dan sosial-vang ndak
terpenchi atau Jdibalang, Kea-
manan., identitas.  pengakuan.
parlisipasi, dan oronmmni sering
merupakan int pemibiearaan.
Teort [dentitas. vaitn kondlik
discbabkan kargna  identitas
vang erancan. sang sering
berakar pada hilangnsa sesu-
atu atau karena  penderitaan
masa lalu svang tdak terscle-
saitkan.

Teon  kesalahpahaman antar
badava adalah suatn konflik
vang beranghat dari asumsi
bahwa kontlik  disehabkan
oleh  ketidahcovokan  dalam
cara-cara kemuonikas di antara
berbagal budava vang berbe-
da.

Teort transformasi konthk, va-
it suaty kontlik vang dise-
babkan oleh masatah-masalah
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kelidaksciaraan dan ketidaka-
dilan vyang muncul sebagal
masalah-masatah sosial, buda-
va dan ekonomi. Sasaran vang
ingin dicapal oleh teori i

+ adalah {a) mengubah berbagai
struktur dan kerangka kera
vang menychabkan ketidakse-
taraon dan ketidak-adilan. ter-
masuh kesenjanpan ckonomi:
by meningkatkan jalinan bu-
bungan dan sikap jangka pan-
janpg i antara  pihak-pihak
sang mengalami konflik: dan
11 mengembangkan berbagat
proses dan sistem untuk mem-
promosikan  pemberdavaan.
kewlilan,  perdamaian,  peng-
ampunan, rekonsiliasi. penga-
kuan,

2. Tipelogi Konflik

Secara tearitis, terdapat tiga
tipologn kondlik. vaitu kentlik ho-
risomtal. kentlik verukal, dan kon-
flik diagonal {Bappenas, 2005 7)
Konflik horisomal adalah konBik
vang terjadl antar kelompok aga-
ma. kelompok pendatang. pendu-
duk usli. kelompok ctins. suka.
atal eraanisasi bisnis‘hadan wusaha
yang berada di lokasi setempat.
Tipologi konilik horisontal mem-
punvai asunisi babwa konflik su-
dah teraci dan menvebar ke her-
bagai aspek sosial. ekonomi, pu-
litik dan kekerasan fisik di antara
kelompok-kelompok  masyarakal,
Konflik vernikal adalah Kontlik
vang lerjadi antara pemerintah de-

ngan kelompok-kelompok  sosial
masyarakat tertentu. Konflik ter-
jadi akibat dan proscs pembuatan
kebijakan pemenintab vang tidak
partisipatif dan pada tahap beri-
Kutnya memunculkan  perbedaan
pendapat, pertentangan. kekerasan
serta  separatisme. Kontlik  dia-
ponal. vaitu kemilik  vang meli-
batkan pihak-pihak dalam konilik
vertikal dan hortsontal (Perhim
punan Indonesia Damai. 200%: 25.
260,

3. Penanganan Konflik Sosial
Uratan terhadap penanganan
konflik dapat dilihat dan dua ka-
tagori. vaity pertama adalah dan
perspektf wakiu dan kepiatan. va-
itu penanganan pada saal sebelum
tenadi konflik dalam bentuk ke-
giatan pencegaban konflik. kegi-
atan pada seat konflik dalam ben-
tuk  kegiatan penghentian keke-
rasan dan pertolongan koerban, sce-
ta pemuolihan pada saat setelash
konflik [Bappenas. 2003: 20).
Pendekatan kedua dalam me-
mahami penanganan kontlik ada-
lah dilihat dari sasaran yang ingin
dicapat. Dalam perspektif ini pe-
nanganan kontlik meliputt pence-
gahan konflik. penvelesman kon-
flik. pengelolaan konflik, resolusi
konflik, dan transformasi konihik
tSimon Fisher dkk. 2000h7). Pe-
neegahan konflik bertujuan untuk
mencegah timbulnya konflik yang
keras. Penyelesaian kontlik bertu-
juan untuk menpakhin perilaku



kekerasan melalul suato persetu-
juan  perdamaian.  Penpelolaan
konflik bertiguan untak memba-
lsi dan menghindan kekerasan
dengan mendarong perubahan pe-
ritaku vang positil bagi pihak-pi-
hak yang terdibatResolasi konflik
menangani  sebab-sebab  konflik
dan  berusaha membangun  hu-
bunwan baru dan vang bsa talan
lama d1 antara kelompok-kelom-
pok vang bermuosuhan, Transtor-
masi kontlik mengatasi sumber-
surmmber konlitk sosial dan politik
vang  lebih luas dan berusaha
menguball kekuatan negant dan
peperangan menjadi kekuatan so-
sial dan politik  vang  posiif
Transivrmas) kontlik dilihat pula
sehagal upava wang mendalam
dalam resolusi konflik (Fambang
Trivueno Ld.. 2004 59

4, Model Alternatif Penangan-

an Konflik

Konsep alternatif penanganan
konflik sosial. sgjalan dengan pe-
mikiran  dalam  Lndang-Undang
Nomor M) Fabhun 1999 wentang
Arbitrase dan Allemaul Penyvele-
salan Senpketn Muncudnva model
ablematil penvelesaian senpketa.
sesungguhnya  herupakan kritik
terhadap  kelemahan dan maodel
komvensional vang lamban. biava
mahal, tidak mencerminkan kea-
dilan. bahkan manipulatit dan ko-
ruptil.

Dalam  kontcks  penanganan
kontlik sosial. maka ada dua kon-
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sep dan pemikiran penting vang
mulatarbelakangimya, vaitu perta-
tma adalah konsep keadilan rosto-
vatif (Restorative Justicey {Bapir
Manan, 200k 21, dan kedua ada-
lah penyvelesaian konihik melalu
tnekanisme kearifan lokal ({ fredi-
wenous Conflict Managemem Me-
chanism) (Communine-Based Tra-
ditional Indivenouy Mediation:
Coennruainy-Boased Conflice M-
cuticwn; Grassraots Appraoaches to
Poaces (Creative Associates hater-
natienal. 2009 tanpa nomor ha-
laman).

Penvelesaumn kontlik melala
kearitan Jokal adalal suato model
penyelesatan konllik socal vang
melibatkan orang atau tekoh ma-
svarakat  solempat dan mehanis-
me  penyelesaan senpketa‘peng-
smbilan keputusan lukal  dalam
menangartt  kontlik sang terjadi
dalam asyarakar atau antar ma-
svarakat, Twuwan dart model ini
adatah untuk menvelesaikan kon-
ik twnpa melibatkan atau herga-
ntune pada institusi penvelesaian
seneheta negare’pemenintah. vang
tentunya  tanpa melibatkan polisi
atau struktur-strukiur luarlemba-
ea luar fainny a. Dengan model i,
hastl vane diharapkan adalah ne-
gosias secara lokal dapat menga-
rah kepada suatu kesepatakan un-
tuh menjapa apar masyarakat te-
tap dapat lmdup berdampingan dan
berkomunikast positit. mencipta-
kan suasana Jdi mana penduduk
desa maupun kota dapat hidup
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bersama. berusahaberdagang, wu-

fanpeen pihak militer menvatakan

situasi tidak aman. Model ini da-
pat dipunakan. dalam semua tahap
penanganan  kontlik sosial. De-

nyan model i kontlik dapat di-

selesaikan  scheluin eskalasinya

meluas atau mencegah munculnya
kembali kekerasan atau ketogang-
an setetah suasans damat.
Keadilan resioratif dapat dika-
itkan dengan sistemn perdananan
vang berlaku dalan masvarakat
hukam  Indonesia. Anchnva

Indonesia pusttu “dibapuskan™ de-

ngan ungkapan “meskipun sudah

ada perdamaian. perkara tetap di-

terushan”™ (Bavir Manan., 20606:

221, Dicherapa unsur penting dan

honsep keadilan restoratil adulal;

a. Lebih dityjukan pada kejahat-
an terhadap sesama mdivedo!
masyarakat dari pada kejahat-
an terhadap Neearn.

b. Pihak korban memainkan po-
ran wang utama dalam proses
penvelesalan masalah doan da-
pat menpajukdh  tuntutan  se-
bag:a kompensast kepada pe-
laku.

c. Remtorarit Sustice bebibh meng-
utamakan peran dari para pi-
hak sendirn dalam mensvelesai-
kan masalah, bukan semata-
mata penvelesaian hukum. te-
tapi. miemberikan hesempatan
kepada para pthak wvanp ter-
libat untuk menentukan solusi.
rehonsiliast dan membangun

kembalhi hubungan vang haik

antara karban dan pelaku.
d. Menpedepankan
tanggunmanab hersama para
pihak (pelako  dan korbang
untuk  membangun kembali
situasi atau kondisi vang baik
dalam masy arakat.
Menckankan pendekatan vany
scimbang antara BEepenlingan
pelaku. korban dan
masyarakl,

a

5. Penguztan Kerangka Hegu-
lasi Penanganan Kenflik So-
sial.

Pernikitan mengenal penguat-
an kerangka regulasi penanganan
konflik  sostal  menrgacu kepada
ststemt norma  dalam ketentuan
mengenal jenis dan hivarkhi pera-
turan per-undang-undangan. Pasal
7 Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 2004 tentang Pembentukan
Poraturan  Perunddng-undangan
menggaskan bahwa jems dan hi-
rarkhi  peraturan  perundang-an-
dangan adalah sebagai berikuat:

. Undang-Undany Dasar Nega-
ra Republik Indonesia Tahun
1945;

k. Undang-Uindang atag Peratur-
an Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang:

¢, Peraturan Pemerintah:

d. Peraturan Fresiden:

¢. Peraturan Daerah.
Selanjutnva. dt dalam Pasal 7

asat {2y diramuskan bahwa kekoe-

dtan hukum persturan persndang-



undangan  adalah  sesoar dengan
hierarkt  sebagaimana  dimaksud
pada avata (1), Artinya bahwa su-
sunan darl norma di atas sudash
mengrambarkan tingkar  kekuwat-
annya. Dalam konteks penangan-
an konflik sosial, maka penguatan
kerangha rceulasi berarti penga-
tugan dengan tujoan motuk nenga-
ki keberadaan penvelesaan alter-
natty penanganan konflik sostal
dalam bentuk UL yang memiliki
kekuatan hukum vang kuat di ha-
wah Undang-undang Dasar 1943
Dalam  konteks penyelengparain
pemerintahan dagrah, maka pom-
bentukan peraruran dagrah meru-
pakan  suatu bentuk  pencuoatan
kerangka regidasi pada tinghat da-
erah  berdasarhan  hewenanpan
vang dirmitiki dacrah dalam Pasal
18 dvat 16y ULD 1945 babwa
pemerintahan daerah  berhak
memhbentuk peraturan daeral din
peraturan perundang-undangan lu-
inuyva dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah dan tugas pem-
hantuan.

.. Metode Penelitian
1. Jenis Penclitian

Penelitan tentang  Penguatan
kerancka Hukum  Alternatit’ Pe-
nanganan  Konflik Sostal; Sudi
terhadap Pelestarian dan Pember-
dayaan Lembaga Adat Belu, N1T
merupakan suatu penchtian yuri-
dis normatit’ dan cmpirts. Pene-
litian yuridis normatif, vaitu suat
penelitian yang melakukan ana-

PIAGITURAN RERANGAA HLUNDA ALTERAMITIE
FPENANGIYAN KONFLEK SIS ST TERRADAP.

lisis terhadap norma-norma vang
terdapat dalam berbapa peraturan
perundang-undanpan vang meng-
atur lentane penanganan konflik
sosial. serta cksistensi dan lem-
baga adat di duerah masing-ma-
sing dengan salah satu fungsi
vang diharapkan adalab mclaku-
kan penvelesaian konfitk  sosial
vang terjadi di lingkungan masyva-
vakal setempat.

2. Data dan Lokasi Penelitian,

Sesual dengan jenis penelitian
mi. maka data vang diperlukan
adalah data sckunder dan primer.
Data sekunder meliputi peraturan
perundang-undanpan  vang owen-
padl dasar bagy pemerintab dalam
menselesgikan konflik social. per-
aturan perundang-undungan vang
berkatan  dengan  kewenangan
dacrah untuk memperkoat lem-
baga adat. produk hukum terma-
suk dratt Raperda penguatan tem-
baga adat vang sedang dibahas
dan diproscs, serta literature  me-
ngenal lembaga adat Belo.  Se-
dangkan data primer yang diper-
lukan berupa hasil wawancara de-
ngan para wkeh adat. tokoh ma-
syvarakat, akademisi dan Anggota
DPRID. pejabat pemerintah, sera
angpotd organisasi masyarakat di
Kabupaten 13elu.

Unwk memperoleh data ter-
schut. penelitt berkesenpatan be-
berapa kali ke Atambua. di sam-
ping melahn jadual kegiatan pene-
litian.  juga  hadir schagai nara
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surber dalam kegiatan pengual-
an kapasitas DPRDY dalam pem-
bentukan peraturan daerah. dan
khususnya memberikan asistensi
sebagal nara sumber dalam pe-
nyusunan Naskah Akadermk Pora-
turan Derah tentang  Pelestarian
dan Pemberdavaan Lembaga  A-
dat Belu. T/ntuk itu, pencliti hadie
dalam  workshop dan kegiatan
Focus Creanp Divseesiaon (501
vang disclenggarakan dalam rang-
ka pembentukan peraturan dacrah
tentang pelestariaan dan pember-
dayaan lemhbapa adat, Dalam ver-
bagai kesempatan terschut, Pene-
liti melakukan wawancara dan
mendengar pendupat dan bebe-
FHPU nara sumber.

3. Analisis Data

Data vang rerkumpul atau di-
peroleh. baik data sekunder mao-
pun primer disusun dan dianalisis
secara hualitanl sesumr dengan
permasalahan-permasalahan vang
telah dirumuskan,

PEMBAHASAN
A. Tipologi, Se¢bab dan Model
Penvelesaian Konflik Sosial
di Kabupaten Belu
suster (disinekat Sr) Sesilia
dari Farum Peduli Perempuan dan
Anak (FPPAY dulam wawancara
penulis sang dilaksanakan pada
tanggal 12 Oktober 2008, me-
ngemukakan bahwa konflik o
Beilu dimulai sejak tabhun 1999,

-

Kontlik terjadi antara pengungsi
denpan pengunpsi, pengungsi de-
ngan penduduk lokal. dan bahkan
pengungs) dengan organisast in-
ternasional seperti Urnited Neatfiony
Feonomiv and Social Commission

Jor Asta amd the Pacific (UN

ESCAP), serta penvungsi dengan
pemerintah. Kontlik tersebut di-
picu oleh beberapa taktor, sepert
masalaby tanah. program bantuan
pemenntah Bantuan Tangsung
Tunal (BLTh tindakan kekerasan
terhadap  perempuan  dan  anak.
Beberapa kerusuhan atau konflik
vang pernah terjadi antara lain
peristiva pencemaran hosti i
Gereja Katolik dan penculikan a-
nak perempiean.

Sr. Sesilia menilal, Pemerin-
tah setempat belum  mclakukan
upaya maksimal untuk menve-
lesaikan konflik vang ada. Salah
salu program yang sudah lama
dijanjikan Pomerintah dan masih
divumggu realisasinya adalah pems-
bangunan Rumabh Aman (tempat
perampungan korban kekerasan).
Anggaran Pendapatan dun Belanja
Daerah (APBD} belum mengalo-
kasikan dana untuk penanganan
korban kekerasan‘konllik. Upava
penvelesaian kontlik yang  dila-
kukan adalah: peneuakan hubum
duan upava rekonsiliosi. Dalam u-
pava rekonsiliasi i peran forum
turum sang ada sangat signelikan.

FPPA melakukan berbagar uk-
tivilas penyelesaian berbagal per-
soalan sosial dan konflik sebagai-
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tnana tercambar dalam tabel be- tama PX5. EPNE POLRL karcna
rikut ini: pertimbangan janinan hidup vang
Tabel Kepialan FPEA akan di-
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Selanjutnya  janvarius Koli : : o
AT Unok o sang lain divsahakan
Bau. Anuropolog asal Belu datam e s
, adalah  program  trans-migrasi.
wawancara vang diluhubukan pue- Namun persoalannya. mentalitas
£l a M L - c
nulis tanggal 11 Oktoher 2008 . C o
= yr mereka  untek  bertrans-migrasi
menvampaikan bahwa N1, khu- e bel ; Sl
susnva Belu pada awalnva tiduk juga belum siap. Suduh pernah
‘ i C
o he SR mengikull program trans-migrasi
mendupn akan menampung warea ke _-'iumh’i tetapi kemu-dian
ape - — - . Ll . =
bldru .ei"h [ Tim. Langkab anti- kembali lagi ke Betw Prog-ram
sipasi v anyg perlu dilakekan adalah , liin adalah carl keria ke
2 Rekansiliasi oleh Pesmerd vane lain adalsh car kerja ke
Upaya RERnsUast oleh Femerin- Ralimantan atau ke Malavsia, Da-
tah dan repatriasi. Ada alasan me- . R R
ta warga cks tmtim Jdi sini waktu
ngapa beherapa komponen belum embagian vane wna 10 cibu
merencanakan untuk pulang. teru P - ; )
mreRAt puldhg. ) KE. I2ata vanp diajukan olch Fo-
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rum Kemanusian Warga Eks Tim-

tim 16 ribu, bahkan masih ada

4200 KK vang belum dapat.
Dalam kasus demomsiras: ter-

hadap pembagian BLT, beberapa

PETIUrUS  arganisasi oks Wwarpa

[imTim  harus mempertanggung-

fawabkannva secara hukum. dan

ada vang sudah dibebaskan-sclesal
metjalankan hukwmnan di penjara.

Pada sis1 lain memang warga eks

Timtim 101 menilai Pemerintah

“tndak  becus” mengurus  warga

vang terlanjur mencintal merah

putih.

Secara keselucuhan, beberapy
potensi konilik sosial vang bisa
amja tenadn adaiab:

1. Masalabh tahan garapan (iaban
terbatas, mercka  melakukan
perambahan icrhadap hotang
lindunge dan hutang mdustes 1

2. Laban perumahan  juga  ter-
batas, Jarak antar rumah cuima
Jitiga) meter. sehingga udak
dapat menanam dan bercocok
tanam. Masalah vang muncul
krisi kepercavaan kepada Pe-
mertntah, Lpaya resctiewmen
pernah coba dilakukan. tetap
karena rumah dapat. sedang-
kan tanah parapan tdak ada,
maka memimbulkan masalah
untuk mata pencaharian, War-
ga lokal sudah tidak tahan
lagi, sehinpga mereka meno-
lak dan menuntut kembalikan
tanah-tanah dan tidak diperke-
nankan menggarap laban. ka-
rena merusak lainpkungan.

i)

3. Masalah kemiskinan juga sa-
ngat dominan, karcna warga
lokal saja lapar, apa lagl vanp
warga baru. Demikian pula
persoalan kesehatan  dan
pendidikan.

4. Selanmjutnya adalah masalah
keschatan, pendidikan. remaja.
lapangan kerja. scleksi PNS
vang dinilai diskriminati ter-
hadap warpa cks Tim'lim
Pada pihak lain. Bpk Blasius

Manck, twkoh adat dan Anggota
DPRD  Kabhupaten DBelu dalam
wawancara pada tanpgal |4 Ok-
tober 2008 menuturkan  babhwa
krisis  sosial di Belu  semakin
herkembang dan kritts dengan ke-
datanpan warga baru eks penp-
ungst Tun Tim. Salah saiu per-
sodalan yang menjadi sebab dari
krisis  wrsehut  adalah masalah
tanah. Warga baru ini menempati
tanah-tanah yanp tidak ada untuk
parapannya. sempl dan tidak so-
bur. Bersamaan denpan keberada-
an mereka,  kebakaran hutan se-
makin sering terjadi. chkosistem
semakin terganggu, apabiky sebe-
luranva kita masih bisa melihat
rusa, sckarang sudah tidak  ada
lagi.

Balam kauitannyu dengan lem-
baga adat, terjadi proses pengru-
sakan pranata sosial. Ada pemak-
saan untuk wtormrtas. Peran mi-
liter juga terlalu dominan. ke de-
pan memang perlu memberikan
peran kepada wkoh-tokeoh  adum



dalam aktivitas publik dan pem-
hangunan.

Informast lain mengenai krisis
dan konflik sosial diperoleh dari
Bapak Mateus dari Forum  Ma-
svarakal [hks TimTim dalam wi-
wancara yang dilaksanakan pada
tangpal 13 Oktober 2008, Mereka
sangat mendambakan adanya Pet-
aturan Daerah vang mengakomo-
dast kepentingan senua kelompok
lokal, termasuk WKNT eks Timitim,
In katangan cks TimTim memang
terdapat beberapa masalah sosial
seperti perjudian, prostitusi. tlegal
pasing.  Sangat diharapkan agar
Perda vang dihasilkan oleh Pe-
menintah mendasarkan atau merm-
perhatikan faktor religius, sosio-
logis, ftlosofs, juridis, moral dan
kemanusiaan, Pak Mateus mene-
hankan lagi bahwa peran milter
masih sangat kuat. Sangat diba-
rapkan adanya kerjasama  yang
bamk antara Pemerintah [ndunesia
dengan Pemerintah Timor Leste.
supaya rckonsiliasi 1etap berjalan
melalui mediasi, DI samping iw,
warga eks limTim diberikan pe-
luang untuk transmigrasi nasio-
nal‘idak  dengan  lokaliresentfe-
rrert rumah dengan pekarangan
sang luas. dan tanah  parapan.
Musalah vang kemudian muneul
adalah  krisis  kepercavaan ter-
hilap Pemenntah. Mateus mene-
kankan lagi pemtingnya program
resiffement dengan lahan garapan
yang memadi,

PENGATURAN KERANGRA FURNUN ALTERN L 1TF
PENANCGANAN KONFLIK SOSIAL S1 D TERI AT

Dan hasil Jdaa vang diuraikan
di atas, maka sampal pada pemi-
kiran bahwa tipologi konflik vang
terjadi di Belu dalam heberapa
kasus merapakan kontlik  sosial
vang bersital svertikal, misalnya
dalam kairannya dengan kebijakan
pembagain BLT. nomun  dalam
beberapa kasus  muncal  konflik
horisonmtal. Konfltk horisontal i
hatk antara warga asii maupun
antara warya 4sli dengan penda-
tang haru dar wargs ks Timtin.
Sebab  utama  dari munculova
konflik sosial ini adalah untuk
konflik vertikal berkuaitan  Lebi-

Jakan pemerintah vang tdak me-

mihak  kepadu rakyar,  arogansi
serta keterlibatan aparatur negara
(keamanan} dakam  perdagangan
ilegal. Sedangkan untwk konflik
horisantal.  persoalan pemicunya
adalah perebulan sumber Java a-
lam. seperti masal:h tanah pengu-
asaan lahan. kemishinan. perju-
dign.  dan minum-minuman keras
vang berdampak perkelahion an-
tara kampung,  Darl sepi sebab-
sebab kontlik. maka sebab vang
paling dominan adalah transfor-
mast konflik dan teori kebutuhan
manusia. Artinya. konfhik vang
terjadi - lebib harena  persoalan
memenuhi kebutehan pokok dan
dasar. serta persoalan  ketidak-
adifan. Madel penvelessian vang
dilakukan masih didominasi vleh
Peran  lembaga-lembapa  formal
negara, Ada beberapa masaluh
vanye disclesaikan nleh organisasi
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kemasvaratakan. tetapi peran dari
lembaga adat masih belum mun-
cul.

B. Kerangka Hukum Pengatur-
.an Lembaga Adat Dalam
Peraturan Daerah
Pertanyaan penting yang perlu

dijelaskan jawabannya adalah ba-

gaintand keranghka pemikiran hu-
kum vang dapat membenarkan
perll penguatan  lembapga  adat
dalam bentuk Peratuean Daerah.

Beberapa argumicntasi atau pen-

Jelasan terhadap masalah 161 ada-

lah ketentoan datam UULD 19435,

UL o, 32 Tahun 2004 temang

Pemerintahan  Dacah.  Peraturan

dan Keputusan  Menteri Dalam

Negerl.  serta kessluan  sistem

penanganan konthk sosial seba-

eaimana  dirumuskan dalam UL

Penanganan konflik Sosial,

1. Dasar Konstitusional dalam

Len 1945

Ada 3 (tiga) Pasal dalam L'UD
1945 vang dapat nienjelaskan u-
pava penguatan peran lembaga
adat melatul  peraturan daerah.
Perfama adalah ketentuan yundis
formal kewenangan daerah untuk
menveluarkan  peraturan  daerah,
viitu Pasal 18 avat {6} CUD) 1943
vang menvatakan bahwa Pemcrin-
tahan Daerah berwenang mem-
bentuk Peraturan Dacrah dan Per-
aturant lainnya dalam rangks olo-
nomi daerah dan tusas pembarn-
wan, Artinva. ketika daerah ber-

pandangan bahwa peoguatan pe-
ran lembaga adat 1o merupakan
bagian dan pelaksanaan otonomi
daerah, maka dapat sajn masing-
masing dacrah mengeluarkan per-
aturan dagrah tentang pelestarian
dan pemberdayaan lembaga adan

Kedua, ketentuan vang berka-
itan dengan substans: kelembaga-
an adat. vaitu Pasal 18 13 avat (2}
vang menvatakan: Negara moengil-
kur dan menghormatt kesansan-
kesatuan masvarakat hukum adat
heserta hak-hak tradisionalnya se-
panjang masth hidup dan sesual
dengan perkembangan masvarakat
dan prinsip Nevara Kesatuan Re-
publik Indonesia vang diatur da-
lam Undang-Undang. Artinva. ke-
tika masyvarakat setempat meliha
dan merasakan bahwa mercka me-
miliki nilai-nilai lubur  warisan
budaya nenek movang mercka.
maka sangatlah  kuat  alusannya
apabila mercka mengembangkan-
nva dan menpad] bagian penting
dalam upava pembangunan di da-
erah. termasuk pembangunan per-
damaian dalam rangka penangan
konflik.

Ketiga. Pasal 32 avat (1} dite-
gaskan hahwa: Nepara menunjuk-
kKah kebudavaan nasivnal Indone-
sia di tengah peradaban donia de-
ngan meryamin kebebasan masva-
rakat dalam memelibara dan me-
ngembangkun nilai-nilai budava-
nvi.



2. Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang
I'emerintahan Daerah
Ada  bebcrapa  pasal yang

secdran substantial - mendorony

dacah-daceah memperkuat peran
lembaga adat.

Pertama, Pasal 22 huraf m
UL Noo 32 Tahun 2004 menya-
tahan bahwa  dalam menvelenye-
carakan atonomi. dacrall mempu-
fval kewajiban melestarikan nila
sostal budava. Pasal i mengisa-
ratkan hahwa opava-upava pome-
rintah dacraly untuk melestarikan
nilal sesial budava harus dilaksa-
nakan dan diatur secara kont-
prehensif dalam Peraturan Daerah
agar dapat mengikat seluruh war-
pa masyarakat. Pelestarian nilai-
il budiva dapar dilakukan me-
lalui cara mereyitalisasi nilai-nitat
lama vang kenstruktif mendukung
pembangunan dan juga merevisi
berbagal mlai budava sesuai de-
ngan  perkembansan masvarakat
agar dapat dijadikan obyek wisata
di dacrah.

Kedoa. Pasal 217 Aval ¢ 1) dan
Axat (21 secara cksplisit menye-
butkan bahwa pembentukan lem-
bapa kemasyvarakatan dapat dila-
kukan di wilayah hukum werkecil
saiiu desa dengan berpedomankan
pada peraturan vang ada. Lem-
hara-lembaga  tersebut  memtlik
tugas untuk membaniu pemerintah
dan sekalipus sebagai mitra dalam
upava memberdayakan masyara-
kat di Jdesa. Dengan demikian rer-

FLNGATURAN KERANURA WHORNL JETERMN TETE
PUNANGANAY FOMPLFR SONAE STUIN TERALIA

l1that Babwa undanc-oondans sccara
cksplisit menebut dan memben
temipat untuk pembentukan lem-
haga-lembaga adat dalam massa-
rakal,

3. Peraturan  Menteri Dalam
Negeri No. Y Tahun 1997
tentang Pemberdavaan dan
Pelestarian Serta Penpem-
banzan Adat Istiadat, Ke-
biassan-kKebiasaan  Masya-
rakat, dun LLembaga Adat di
Daerah dan Peraturan Men-
teri Thlam Negeri No. 39 1a-
hun 2007 tentang Pedoman
Fasilitasi Orpanisasi Kema-
svarakatan Bidane Kebu-
davaan, Keralon, dan Lem-
baga Adat Dalam  Pelesta-
rian dan Penpgembangan Bu-
daya Daerah.

Dalam Perawuran Menteri Da-
lami Negeri Nomuor 3 [ahon 1997
dinvatakan babwa adisr istiadat.
kebiasaan-kehrasaan  masvarakat
dan lembaga adal vane diakw ke-
beradaannsya dan digunakan dalam
kehidupan oleh masyarakar dan
vanyg tumbubll berkembang di da-
erab-daerah adulah nilai-nilai dan
citi-cinl budava serta kepribadian
bangsa vang perlu diberdavakan,
dibina dan dilestankan.

Lalam ketentaan pasal 1 horut
d Permendagn 3 Tabun 1997 dise-
butkan sceara nvata babwa lem-
bapa adar adaiab sebuah oreani-
sasi kemasvarakatan haik vang se-
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ngaja dibentuk atal yang secara
wajar lelah wmbubh dan berkem-
bang dalam sejarah  masvarakat
vann  bersangkutan. berhak  dan
bersenang untuk mengatur, me-
naurus dan menvetesatkan herba-
oal permasalahan kehidupan yanyg
berkaitan  denpgan dan mengicu
pada adat istiadat dan hukum adat
vang berlaku,

Ketentuan ini ditegaskan lag
dalan Peraturan Menter [alam
Neeeri Noo 39 Tabuo 2007 pada
bagian  honsiderans  menimbang
vang menvatakan: upayy meles-
tarikan dan menvembangkan tra-
disi adat budavy di daerah meru-
pakan bagian din langkah untuk
memelihara  ketahanan  budaza
bangsa schagai pilar dap kewahan-
an nasional. Dengan  demikian,
arganisasi kemasyarakatan hidany
kebudavaan. keraton dan lemhbaga
adat dt dueruh memiiiki potenst
besar untuk berperan serta dalam
pengembangan  dan  pelestarian
adat budaya.

Selanjutnva. datam Permien-
dagn Nomor 3 Tahon 1997 juga
disebutkan bahwa salab satu hak
dan kewajiban lembaga adim ada-
lalh  menmyelesutkan persclisihan
vang menyangkut perkara  adat
tstiadat dun  hebiasaan-ketasaan
masvarakatl sepanjang penyebesai-
an ity tidak bertentangan dengan
peraturan vang berlaku. Rumusan
i dapat dikembangkan lag? apar
benar-benar  memberikan  peran
vang kuat kepada lembaga adat

dalam melaksanakan tungsi pe-
nvelesaan scnpketa atau  perse-
listhan di masvarakat,

4. RUU I’¢nanganan Konflik
Sasial

Peristiwa tsunami di Aceh
dan berbagm bencans vang dia-
lami selama 3 tahun rerakhir o,
mendorong pemerintah nementuk
Cndang-Undang Nmor 24 Tahun
007 tentang Penanggulangan
Bencana. Undang-Undang terse-
but mendetenisikan bencana, ter-
masuk bencana sosial vang me-
masukan konflik scbagar bagian
Jdari bencana. Namun. Undang-
undang terschut tidak menvadan
perbedaan yang sangat besar an-
tara bencana alam dan bencani
sasial atan konthik. Oleh karena
ita, Undang-Undang No. 24 Ta-
hun 2007 vang dibentuk dengan
paradigma bencana alam tersebut
tidak cocok unluk diterapkan bag
penanganan  kontlik sesial. De-
ngan pemikiran vang demikian.
kehadiran RUL Penangan Kondlik
Sosial dapat pula sebagim lex spe-
sialis dari Undang-Undang No. 24
Tahun 2007

Beberapa ketentuan penting yang
terkail dengan peraturan da-crah
mengenal pelestarian dan
pemberdavaan lembapa adat ini
adalah dalam Bab V1 mcengenal
lembaga  penvelesaian  konflik.



Pazal 50 1.1, PK% menvatakan

bahwa.

{1} Penyvelesaian konflik dapar di-
lak ikan mefalut koimisi penye-
lesatan konflik  sehagannuanu
dimaksud pada Pasal 10 avar
{21 atau pranata adat.

(2} Penyelesaan kondlik vang di-
lakukan melalu komist penye-
lesaian konflik hanya  dapat
ditakukan apabiia penyvelesai-
an  konflik melaha  pranata
adat tidak berhasil.

Rumusan ini berarti. hahwa
penvelesman konflik sosial akan
mengutamakan mekanisme  pe-
nyelesajan melalui lembagpa adat.
Ketentuan ini, mwmbertkan owone-
1 hepada masing-masing lemha-
ga adat unwak mengembangkan
sistkein penyvelesaian senghetansya
vang selama ini sudah hidup Jdan
bekembangan  dalam  komunitas
adat masing-masing.

B. Penguatan Lembaga Adat
Melalui Rancangan Peratur-
an Daerah fentang Lembaga
Adat Belu

1. Gambaran Umum Masyara-
kat Belu dan Lembaga Ada
Belu Serta Berbagai Pemi-
Kiran Mengenai Penguatan
Kerangka Hukum Melalui
Peraturan Daerah
Kabupaten Belu secara geo-

grafis tertetak  berbatasan  lang-

sung dengan Negara Timor este,
berpenduduk 350000 pwa dan

mendizmi lahan seluas 2,240 {5

PINGATURAN KERANGRA HUWNDATALTERNM AT
MENVANGININ KON LEN SONAE ST TERIFALIAF.

km-o Dalam pelabsanaon  tupas-
higas  pembangunan Kemassara-
katan, admimstras Jdan kemanu-
sian. wilavab  Kahupaten Relo
wrbwien dalane 24 Kecamatian dan
208 Desa dan Kelurahan, Data
emptik  memperlthatkan hahws
masvarakat Belu terdivi dari 3
{limay kelompok ctoik yakni Bunk
atau Marae, Cina  (keturuwim),
Daean atau Awoin Moo (danlea).
kemak., dan Tewn. teft lames
Fox. Wehall Empire 1o Timor,
1991 82y Kehadiran kelima ke-
lompok etmk rerschut sepak da-
hulo hingga  kini mendiami 3
wilavah  kesatvan  adat  vaitu
Fehalaran. [amaknen dan Wesci-
Wehali.

Dalan peradiubannyva. terdapat
perbedaan-perbedign nitar kultar
di amara suku-subu tersebut se-
pertl dalam  sistem adat  perka-
winan. Belu bagian utara menga-
nut sistem matrilineal dan scha-
mian Belu bagian selatan mengs-
nut Etem parrihineal. Dalam per-
kemhangan madern Khususnya se-
telah dilaksanakannyva sistem pe-
merintah modern berdasarkan U
Pemetintah Daerah mulai dari L1
No. 22 Fuhun 1948 sampat pada
UL No. & Tabun 1974, UL N,
22 Tahun 199% dan UL No. 32
Tabun 2004, pemennotaban o-
cal tradisional tidak lage mendapat
pengakuan resmi darl pemernintah
dan karcna ite schagian  {ungsi
lembaga-lembaga adast, nilai, ner-
., radist dan sumbol-simbalnyva




e,
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tilak mwendapat tempat dalan g
pemermtihan modern setelab
kemerdekaan R

Prowses pembnatan dan pene-
tapan kepotusan adan dilaksanakan
olel suan rapat besar vang dese-
but “Mon Menwr” dan dihacin
semua unsur dalam struktur adat,

Rapat ini diselenggarakan di arena

publik vang dimamakan Asadin

Setiap orany duduk secara me-

hngkar  menaem straanva, dati

lingkaran tertinggt sampai vang
lererndah, Pada lingkaran terting-
gi hanva ada satu tempat duduk
vakmi untuk Liupn atau [oro. ber-
urtan sesual kelembagaan adat
dalam strukrur di atas. Keputuzan
vang diambal bersama & ksodes
mengikal S Warga mlasvari-
kat. Dalam kusus-kasus pemeli-
harun lingkungan hidop misalisa,
warga lebith wat pada ketentuan
vang dibuat di foadas daripada

Peraturan Desu. Perda atau UL

sekalipun (Janwanins Keli Bau.

2000 17
Adapun  funesl Tima Suku

{Lembaga Adan Belu diuraikan
olel Paul 1. Asa bahwa setiap uma
suku atan gabungan uma soku
mempunsal lunesi pokok dalam
urnsan  rohamah  dan jasmaniah
sebasal bertkut:

a. Memelibart sckumpulan harta
pusaka dan memegang  hak
ulavat atas hara produktif se-
pertt tanah dengan sepala hak
vang ada pada anah itw.

ok

BTN

b, Menvelenggarakan  upacars-
upacara adat rebigius.
Mengatur perkawinan, helahi-
ran. kematian, henduri. dan
laim-lain.

d. Melakahan sevala macam ak-

tivitas potong rovung schapal

kesatuan.

Melakukan  usaha  produkiif

dalam lapangan mata penca-

barian hidup schagai kesatuan.

. Merupakan  kerangka  bagi
hubungan-hubungan antara
kelas-kefas  berlapis  dalam
masvarakat.

g. Menjadi dasar dari orpanisasi
pelitik {pemerintaban).

h. Menyelesaikan segala macam
perselisilan secara damai dan
kekeluargamn.”

L. Memelthara kerukunan., keda-
maian, dan keadilan,

lr]

e

1. Membina  dan  memclibara

norma-norma  dan aturan-
aturan adat steadat {Paul )
Asa, 2005 3,

Ignasius J. Kali Mau adalah
seorang Loro (Raga) untuk Lem-
bapa Adat 1 amaknaen. Dalam
wawancara penulis vang dilaksa-
nakan pada tanggal 13 Feberuari
2009 di Belu setelah mengikun
FGD menpenai penyusunan Nas-
kah Akademik Raperda tentang
Pelestarian  dan  Pemberdayaan
Lembaga Adat Belu, beliau me-
nuturkan  menuturkan bahwa
lembaga adat ini menpgunakan
bahasa Buna fManacn). [embaga
Adat Lamaknacn omwemiliky struk-



twr pemerintahan dengan funpsi-
fungsinya masing-masing. Misal-
mva. terdapat Hobil Gamal. vaiu
Mentert Pertabanan.  Lembaga
Peneadilan vang disebut dengan
Sclemevhomo, Sencketa di ma-
syarakat diselesakan olch Dua-
ratt. Simbol dart Seleoghome
adalah Kakorat Satlohamao, v
menguergaii sampal putus  Arti-
ma. dalam menyelezarkan suatu
perkara. muka seorang Dua ratu
harus  menselesatkan  persalan
vang ditanganinya secard tuntas
berdasarkan bukti-buki. Perkara-
perkara yvang menjads kewenarnyg-
an dan Duaratu adalab: kasus
pembunuhan, pencurian. perani-
pokan. dan musube perang,
keornelis Bere aduliah seorangy
Liurar tRaja) karena memuliki
darah sebhagal raja dan l.embaga
Adat Wesor Wehalel Malaka
Pensiunan Pendidikan  Sekolah
Curn Atas (50GAY Ndao, Ende.
tamat Tahun 1962 melanjutkan
pendidikan ke FRIP LINITANA
Kupang. dan sclesar pada 1ahun
1984, Kornchws berasal dart lem-
baga Adat Malaka. Deliau adalah
scorang raja tlivea), Dalam wa-
wancara penulis pada taonggal 13
Pebruari 2009 mengemukakan
bahwa suku yang berada di ba-
wal lembaga adat  int memilike
persamaan dengan adat istiadat
Alinanghabuao {Sumatera Buaraty,
Warna kulit suku i1 memang
agak verah, Dalam perkembang-
annya, suku-suki di bawah lem-

PESLATURAY KERANCGRA HURKIANALTERNATIF
FENINGANAN KONFIIE SOSTAL ST T TERAARIAF

bagpa adiat Madaka ma banvak
vang kawin dengan orang China.
Lembaca adat Malaka ini me-
muilike 1stana [iura vang terdapat
di kampung  Builaran. Mereka
miasih memiliki sebuah keris wa-
rizan nenck movang, Sampal pa-
da tahuon 2008 lerjadi perehutan
penglasitin oids kerts o oleh
suku Malaka Atas dan mengklain
bithwa merekalah sang berhak
untuk mengasai isanab dan ke-
ris. Sampat saat iniloIstana raja
tetap diakur Jdi Builaran, Kareta
pelantihan kepala Adat terakhir
dilaksanakan di Builaran. maka
Builaran  memulikt  kedudukan
vang lebih kuat. Kasus mi cukup
METLLANL P Proses Pt Ustinan
Raperda tentany Pelestanan dan
Pemberdavaan Tembaga  Adal
Belu.

Perbedmian  pascdangan da-
lam  penvusunan  Raperda  ind
muneul dalam pandangan sang
dikemukakan oleh beberapy to-
koh adat lammnva, vailu: Paulinus.
tokoh adat dun jups Anggota DP-
ED  sehagwmana  dikunio dan
risalah FGD tmpeal 18 Desemn-
ker 2008, berthut ini:

= Perda kita buat untuk weyuan

mempersatikan  masyvarakat

Adat sangat sensitive issue.

Jika masalalu hal im oudak

masitlal. namun  berkem-

bangnya mitan hal me men-
jady masalal. Tokoh adat du-
la aktif 1adi mmerasa dihargal.
seharang ndak ada perannva.
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Perlu hat-hati. dalam  kun-
jungan sosialisasi ke massya-
rakat menmtinis mereka (lem-
baga adat) mengisi struktur,
tapl belum mampu. T Fela.
| akmanen sudak bisa wpi di
Malaka, behrn masuk hinpga
sat ini . Struktur  penting
karena TS INZ-n1asing
pefabat suku mempunyai
tugas. lika hita tidak aho
strukiur - bisa ol baku

rampas.” [ ]istiana, 2009

tanpa halaman).

Permasalahan lain vang mun-
cul adalah bahwa Adat di Belu
dinilal bras jender. Melalui Perda
im ciharapkan memberikan pa-
yung huhum untuk member peran
kepada  perempuan. Dalam  hal
demiikian, maka posisi Perda imi
menud  dilematis. Namun ada
yang berharap bahwa perda ini
dapat menjadi payung bagi peran
perempuan. Hal o1 dapat dilihal
dan Pendupat Thu Folo, seorang
Anggota Panitia [epislasi  vang
tertuang <alam rsalah FGIY pada
tangpal 18 Desember 2008, beri-
kut ini:

“Tentang adat istiadat, teru-

tamma  kami vang  ada  d

Ltara, buhwa perempuan 1i-
dak  boleh  membicarakan
adat istiadin. Ini kesempatan
baik dalam Raperda. bahwa
gender bisa berlaku., Perem-
puan memang berperan te-
tapi perempuan Gdak  ada
kesempatan mengzambil ke-

putusan. Dengan adanva Ra-
perda imi kami sangat an-
tusias mendukung  dan b
dalamnya perlu perempuan
bicara™ (lisuana, 2008
tanpa halamurtt

2, Materi Pokok
Dengan menpacy hepada pe-
mikiran bahwa penpamran lon-
haga adat tidak diunaksodkan un-
ek mengintervenst lembaga adat.
melaimkan  mendorong dan men-
fasititasi Tembaga ads untuk ber-
kembang. maka mater] muaan
vang dapat diatur dalam  peratur-
an daerah tentang [embaga Adat
meliputi konsep-konsep vang her-
kaitan dengan lembaga adat. asis-
asas dan prinsip-prinsip lembaga
adat, subwvek-subvek dalam lem-
baga adat. struktur lemhaga adat.
serta hak dan kewajiban lembaga
adat, termasuk  Kewcnangannva
dalam penanganan kontlik sosjal,
a. Konsep-konsep Dalam
Lembaga Adar
Konsep vang penting te-
Kait biasanya dituangkan da-
lam  ketentuan umum  pera-
turan dagrah, Beberapa konsep
ving perle dirumuskan  pe-
ngertiannya  dalam peraturan
daerah vang menjadi mustan
dalam ketentuan wmum pera-
turan daerah tentang pelesta-
rian dan pemberdavaan lem-
baga adat adalih penpertian
tentang Lembaga Adat, Hu-
kKum Adat. masvarakat hukum



I,

adat. niha, tradisi. svmbaol bu-
dasa. pelestarian budava, adat
tstiadat, dan pengertian me-
neenal pemberdavasn lemba-
aa ucdat,
Prinsip-prinsip
Adat,

Beberapa prinsip penting
vang menpadi acuan dari pen-
herdavaan adat vang perlu di-
tuanpkan didam peaturan dae-
rah i adalah Kemandinan
dan kemitraan. Artinva. bahwa
lembapa adat sebapai organi-
sast olonomi vang memiliki
karakteristik. strukrur dan me-
kanisme  pengelolaan vany
mandiri. Artiny a. tidak ada in-
lervensi substantif oleh nego-
ra. Wamun pada sis1 lain, Lem-
baga Adat sebagai mitra pe-
merintah daerah artinva ada
saling pengakuan antara struk-
tur pemerintah dan adar. Da-

Lembaga

lam prinsip ini tentu diatur

pula mekanisme kerja sama
dan hubungan vang ideal an-
turit Lembaga Adat denwun
pemeriotah dacrah agar pem-
bagian tugas dan pola komu-
nikasi vang dibanpun  bersi-
nergl puna suksesnnya pent-
Pangundn masyvarakat Belu,

Subyek-Subyek dakim Lem-
baga Adat.

Ada beherapa subyek vang
diatur dalam Perda  tentany
lembaga adat inl. Materi vanp

PEMGATURAN KERANGRA HUKE A 4ETERN TR
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diatur adalah peran. fungsi.
serta hubungan fungsional an-
tara subvek tersehot, Beberapa
subsek vang perlu diatur ada-
lah Tokoh Adat. Pemerintah
Dacrah,  Masvarakat  Belu.
[embaga Swadava Masvara-
hat  dan  kesatuan-kesatuan
adut.

Hak dan Kewajiban Lemba-
ga Adat.

Dalam Perda ind puga perlu di-
dentifikasi hak-hak dan ke-
wigjiban  yang melekat pada
Lembaga Adat sehingea oksis-
wensinya sebagal institusi vang
dapat meneiptakan hubungan
vang harmunis dengan masya-
rakal dan pemcrintah  dapat
rerwujud. Salah saw hak pen-
g dan lembaga adat vang
perlu diawr lebih rinci adalah
hak untuk menvelesaikan per-
selisthan atau konflik sosial,

Struktur Lembaga Adat,
Pengaturan temtany struktur
lembaga adal merupakan ma-
teri penting dalam Perda Da-
lam kaitannva denpan struktur
lembaga adat di Kabupaten
Belu, maka peraturan dacrah
10l memberikan pambaran dan
pengakuan  terhadap  struktur
embaga adat di 3 (tiga} wi-
lavah  hesatuan  adar  vaiw
Fehalaran.  lLamaknen  dan
Weser- W




ERA HUKDA NG THE 18 SEPTRARER 2008

HLPENLTLIF

A,

Kesimpulan
Hasil penclitian  1m smmpa

pada kesinmpulan sebagai berikut:

[~

Kontlik sosial vang terjadi i

Kapaten Belu menliki karak-

terisuk ipelopy vang berane-
ka macam. Ada dua npalog
vang  mudah  diindentifihasi.
vaitu hantlik horsisontal dan
kontlik vertical.  Schab-sebab
komfhk juga bermwera ragzan
batk sang berhaitan dengan
kontlik vertical maupun kon-
flik horizonial. Peran instirost
riegard saneat kuat dalam pe-
nvelesatan konflik. komunitas
dan kearifan lokal masih dike-
simpingkan, meski peniele-
sannya Ndak tuntas, bah-kan
tnenimbulhan kondlik bara.
Pengaturan  pelestarian dan
pemberdavaan  lembags adae
dalam sustu peraturan dacrah
mermiliki Lndasan hukum ku-
ar btk vang terdapat dalam
LU 19495, maupurn pada U1
Mo 32 Tahun 2004 Pemerin-
tahan [Dacrah, Peraturan Men-
teri Dadam Negeri, dan Ran-
cangan Undang-Undang yang
sekarany sedang dibahas oleh
Badan Fegislast DPR R
Inisiatif pengaturan  lembaga
adat dalam perda di Babupa-
ten Belu didoromg oleh kei-
nginan  unwk  merevitalisasi
fembaga adat denpan membe-
than kontribust datam kehi-
dupan sostal kemasvarakatan,

RPS
e

termasuk mengambil alih be-
berapa fungse pemertitah atau
negara khuswsnya dalam me-
nvelesaikan  konilik  sosial
vane rerjadi di dacrah vanp
bersanghkutan. U'ntuk itu, Per-
da tentang  pelestanan dan
pemberdavaan  lembapa  adat
bukun suatu hentuk intervensi
lebhibh pada upas a tastlitasi Jan
memberihan peran kepada
lembapa adat. Peraturan dac-
rab wersehut memuaal heberapa
matert penting, seperti - kon-
sep-konsep vang berkaitan de-
ngan Jembaga adat prinsip-
prinsip lembagpa adat, subsek-
subvek dalam lembaga adat.
struktur lembaga adat. serta
hak dan kewajiban lembaga
adat.

B. Saran

Penelitian ini sampai pada be-
berapa saran vang lerkain dengan
pengaturan lembaga adat khusus-
nva dalam  fungst  pemselesaian
kontlik sosial. schagat herikut
I. Penzgaturan lembagy adat da-
lam medibatkan bansuk pibak.
terutatna karena homogenitas
dar instiusi-mstitusi adat ter-
sebul.
Pentbahasan RUT Penangan-
an Konilik Sosial. perlu meni-
perhatikan dinamika di dacrah
sehingga konsultast publik un-
tuk mendapatkan masukan da-
ri kclompok atau masyarakat
adat perlu dilakukan.

b



3. Pengaturan lembaga adat
daerah tetap diletakan dalam
kesatuan sistem hukum, ter-
masuk =istern hukum  pena-
nganan konflik sosial. Oleh
karena itu; perlu dijaga harmo-
nigast seearg vertikal dengan
RULU wvanp sedang  dibahas,
walaupun  baranghali pemba-
hasannva dilaksanakan bersa-
maan. Apabila peraturan dae-
rah lebnh dabulu selesar peom-
bahasannyva. dapat pula dya-
dikan referensi bagr pemba-
hasan RUL Penangan Kontlik
Sowial.

DAFTAR PUSTAKA

Asic I Paul. (20055 "Peranan Lima

Suku  Schapai Lembaga  Adat
Dalam  Kelidupan  Masyarakat
Modern™, Makalah disampukan
nada Ceramah dalam Musyawa-
rahy Adat Pada Wilayah Kesatuan
Adat Weser-Wehali. Feha [Leran
dan Lamaknacn, dalam Ranvha
Persiapan Pembentukan  Perda
tentanyg Lembaga Adat. Atambui,
1 Desember 2005

Bau, Yanuarias Koli (2009 “Catat-

an Tambahan terhadap Naskah
Akademik Rancangan Peraturin
Dierah tentung Pelestarian, Pem-
berdavaan lembaga Adar dan
Adal Tstiadat di Kabupaten Belu™,

PENGATIURAN KERANGR S HUKUM ALTERNATIF
PENANGANANY RONFLI SOSTAL STUDSTERIADAP

-------- S P2008) CRaisis dan konthk

Sosial di NIT Serna Stratepn
Pemyelesaiannyas. Makalah, -
sampaikan dalam Workshop Pe-
ningkatan Kapasitas DPRID Da-
lamm Pembentukan Peraturan Da-
crah yang  Senwint Konilik,
Atambua, 12 November 2008.

Bertramd, Taeques. (tanpa tahun) M-

frovnedism end Frheic Conffict in
Indonesio, Cambridge Tniversity
Pross.

Visher, Stmon, el all (20010 Herk-

fng Wreh Comtlice SEE and Sira-
fesny for Acrionn Alih Bahasa 50w,
Kartkasari dkk.. Mengelula Kon-
fik. Ketrampilan dan  Strategi
Elmisk Bertindak. Jakarta,

Indonesia. (20051, Badan Perencana-

an Pembangunan Nasional (BA-
PPENASY. Grand Strarcin Te-
nanganan Kontlik & Indonesia
tversi buku) belum diterbitkan,
Jakarta. 2005,

........ 1S T nideene-1 nduane Dea-

sar MNegura Reprehlil Tindonesio
Tehun 1045

-------- 20040, § ndang- Undang Re-

pubdik fndonesie Nomor 32 Ta-
huw 2004 tentong Pemerintatum
Daereh,

-------- 1897 Perartwran Menteri

Dadem Negerd Nomor 3 Tohnn
1997 remtang Permherdaiaun




FERANUREAS NG PTH TG SEPTEMBER 28

dimn Pelestarion Serta Penpem-
bunsen Adut Istiadas. Kebiasaan
Masvarakat, dan Lembaga Adat
i Dawerah.

————————— 200N, Peraturan Menter!
Dl Negeri Nomoar 39 Tuhun
MHIT tentang Pedoman Fusifitasi
Chpanisast Kemusvarakaran Bi-
dang Kebudavaan. Keraton, Duan
Lembaga Adat Dalam  Pelesta-
Ficit dfun Pergrembarngoan Budova
Daeralt.

- (F999Y. Kepuiusen Menterd
Pl Negeri Nomor 64 Tabun
[990 temtang Pedoman Dimum
Ponpatinean Mengenod Desa,

Listiana, (2009} ~Risalah Kegatan
Focus Group Disceusion Penyu-
sunan Draft ~Naskah  Akademik
Raperda Pelestatian dan Pember-
davaan Lembapa Adat Kabu-
paten Belu™. 1'N Joint Program.
Belu. NTT.

Manan, Bagir (2006} “Hakim dan
Pemidanaan™. Turiu  Peradilan
Mo, 249 Apustus 2006,

Perhimpunan Indonesta Damai. (20-
%), ~Naskah Akademik Ran-
cangan Undang-Undang tentang
Pernanganan  Konflik  Social,
Jakarta,

Rahmawati. Arafizh dan Cabyono,

Fard Moch, {(Ed) {2006Y Perla-
wanan Tanpa Kckerasan, Cerita-

cerita dari Daerah Konflik 43

Indoncesia.

Seran. Bernando. dan Yohanes, et al.
(2009, Naskab Akademic Ran-
C‘ﬂ'ﬂgﬂn PE"!’(HH!'H” {}ﬂi’rﬂh feH-
tang Pelestarian, Pemberdeyean
Lembaga Adat dan Adat Istiadat
di  Kahupaten Beln. Atambua.
Yayasan Mugat Pengkajian
Budava dan Adat Belu,

Trono, Lambang. {ed.). {2004). The
Making of Ethnic & Religious
Conflicts in South Asio. Cuses
and  Rexolutions.  Yogvakarta:
CRPS BOOES.



